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ABSTRAK

llfe(;)l:c‘l?r(li?re?:seimsl(lzlsl:aipg::?:siStmtegls dalam pengawasan dan pemberian nasihat
S NSIp tata kelola perusahaan yang baik (good Corporate
gove:nance). Kethakhadlran komisaris dalam pengambilan keputusan strategis
Ual?;a"l11_31;31;§art;\?n keabsa[man keputusan perusahaan, seb’agaimana diatu:: .dala.nrf

ng g Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penclitian ini
bcmuu'an untuk menganalisis implikasi hukum dari ketidakhadiran komisaris, yang
menunjukkan kegagalan mencapai kuorum dan menghambat proses pengambilan
keputusan strategis perusahaan, seperti perpanjangan masa jabatan pengurus hingga
rencana hku.xdasn Hasn.l penelitian menegaskan pentingnya kehadiran aktif komisaris
dalam menjaga efektwitas pengawasan, akuntabilitas manajerial, dan stabilitas
perusahaan Sclalfl ttu, mekanismie hukum menjadi solusi untuk mengatasi kebuntuan
dalam pengambilan keputusan akibat ketidakhadiran komisaris. Penelitian ini
menemukan hahwa ketidakhadiran komisaris dapat mengakibatkan kurangnya
kontrol terhadap direksi, meningkatnya risiko konflik kepentingan, menurunnya
kualitas keputusan strategis, dan hilangnya kepercayaan investor. Oleh karena itu,
perusahaan perla memastikan bahwa komisaris menjalankan tugas pengawasan
secara efektif dan aktif bcrpartisipasi? pengambilan keputusan sirategis.

Kata Kunci: ketidaklbadiran (afwezgigheid); komisaris; perseroan terbatas (PT)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas Adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.l
Perseroan Terbatas harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Perseroan terbatas
memiliki inti, atau organ, yang terdiri dari rapat umum pemegang saham,
direksi, dan dewan komisaris. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan
pengawasan secara umum dan/atau secara khusus berdasarkan anggaran dasar
serta memberi nasihat kepada direksi.

Dalam era korporasi modern seperti sekarang, Perseroan Terbatas (PT)
menjadi bentuk badan hukum yang dominan digunakan dalam menjalankan
aktivitas bisnis. PT atau Perseroan Terbatas memiliki struktur organisasi yang
kompleks, yang di mana Dewan Komisaris, sebagai salah satu inti atau organ
dalam perusahaan, yang memegang peranan krusial dalam mewujudkan tata
kelola perusahaan yang baik atau yang biasa disebut Good Corporate
Governance/GCG. Dewan Komisaris tidak hanya berfungsi sebagai pengawas
atas tindakan Direksi, tetapi juga berfungsi sebagai pemberi nasihat dan arahan

strategis bagi kemajuan perusahaan.?

! Pasal 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007
2 Ariyanti, M. & Yulianto, J, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate



GCG adalah seperangkat prinsip dan praktik yang bertujuan untuk
memastikan bahwasanya perusahaan dikelola dengan cara yang transparan,
akuntabel, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan kepentingan semua
pemangku kepentingan.> Good Corporate Governance (GCG) merupakan
kerangka kerja yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan, yang
memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi,
serta melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan yang ada. Dalam
konteks ini, peran dan fungsi komisaris sangatlah krusial. Kehadiran Komisaris
dalam rapat dan kegiatan perusahaan lainnya memiliki implikasi signifikan
terhadap kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan untuk perusahaan.*
Kehadiran Komisaris memungkinkan mereka untuk memahami kondisi
perusahaan secara komprehensif, berinteraksi secara efektif dengan Direksi
dan pemangku kepentingan lainnya, serta mengambil keputusan yang tepat
serta bertanggung jawab.® Namun, dalam praktik bisnis, seringkali ditemukan
fenomena ketidakhadiran Komisaris dalam rapat atau kegiatan penting pada
perusahaan. Ketidakhadiran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah
satunya adalah seperti kesibukan pribadi, konflik kepentingan, atau kurangnya
pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab Komisaris.® Ketidakhadiran

Komisaris juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan

Governance). Jakarta: PT Grasindo, (2021).

% Prabowo, A. Good Corporate Governance: Teori dan Praktik di Indonesia, 2020.

4 Nasih, M, Sudaryono, B. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada
Perusahaan di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2019

5 Rizal, Muhammad, Manajemen Risiko Berbasis 1SO 31000: Panduan untuk
Implementasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017

6 Hamzah, A. Good Corporate Governance: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara,
Penerbit adab, cv adanu abimata, 2018.



operasional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi Kkinerja dan
keberlangsungan perusahaan tersebut. Salah satu permasalahan utama yang
timbul akibat ketidakhadiran Komisaris adalah terkait dengan keabsahan
keputusan yang diambil oleh PT. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), diatur bahwa pengambilan
keputusan dalam rapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
harus memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan. Jika
Komisaris tidak hadir dalam rapat, dan kuorum (jumlah anggota) kehadiran
tidak terpenuhi, maka keputusan yang diambil dapat dianggap tidak sah dan
batal demi hukum. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan
menghambat operasional perusahaan tersebut.

Baik pemegang saham sendiri maupun diwakili oleh surat kuasa
berhak untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai
dengan jumlah saham mereka. Pemegang saham yang tidak memiliki hak
suara tidak dapat menggunakan ketentuan tersebut di atas dalam pemungutan
suara. Selain itu, pemegang saham tidak berhak untuk memberikan otoritas
yang lebih besar untuk sebagian besar saham mereka dengan suara yang
berbeda. Keputusan RUPS dibuat dengan kuorum, jumlah suara, dan
penggilan rapat untuk perubahan anggaran dasar dan RUPS dapat
dilangsungkan jika dalam RUPS lebih’ dari %2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir maupun diwakili, kecuali kuorum yang lebih

besar ditetapkan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Selain masalah

" Ayat 1 Undang-Undang No 40 tahun 2007



keabsahan keputusan tersebut, ketidakhadiran Komisaris juga dapat
menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum bagi
Komisaris yang tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya.
Sebagai organ pengawas, Komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa Direksi menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan
hukum dan prinsip GCG. Jika Komisaris tidak hadir dalam rapat atau kegiatan
perusahaan, dan hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka
Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian tersebut.
Kinerja perusahaan sangat dipengaruhi positif oleh kehadiran Dewan
Komisaris. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Komisaris memiliki peran
yang sangat besar dalam keberhasilan perusahaan. Meskipun demikian,
pengaturan mengenai ketidakhadiran Komisaris dalam hukum positif di
Indonesia masih belum secara komprehensif mengatur mengenai akibat
hukum dari ketidakhadiran Komisaris terhadap keabsahan keputusan yang
diambil oleh PT, serta pertanggungjawaban hukum bagi Komisaris yang tidak
hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya. UU PT dan peraturan terkait
lainnya hanya mengatur secara umum mengenai tugas dan tanggung jawab
Komisaris, namun belum secara jelas mengatur mengenai konsekuensi
hukum dari ketidakhadiran ~Komisaris dalam rapat atau kegiatan
perusahaan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat
menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda mengenai akibat hukum dari
ketidakhadiran Komisaris.

Beberapa Penetapan hakim yang akan dianalisis mengenai



ketidakhadiran Komisaris pada rapat umum pemegang saham adalah
penetapan 448/Pdt.P/2015/PN-Btm,Putusan No.343/Pdt.P/2023/PN.Tjk, dan
Putusan No. 366/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai akibat hukum dari
ketidakhadiran Komisaris terhadap keabsahan keputusan yang diambil oleh
PT, serta pertanggungjawaban hukum bagi Komisaris yang tidak hadir dalam
menjalankan tugas pengawasannya. Penelitian ini akan mengkaji pengaturan
hukum terkait ketidakhadiran Komisaris, menganalisis akibat hukum dari
ketidakhadiran Komisaris terhadap keabsahan keputusan perusahaan,
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi
pengembangan hukum perseroan di Indonesia, khususnya terkait dengan
pengaturan mengenai Kketidakhadiran Komisaris. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi pembentuk kebijakan,
praktisi hukum, dan pelaku-paleku usaha dalam menyusun regulasi dan
praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik. Peraturan dan peraturan yang
lebih jelas dan menyeluruh tentang ketidakhadiran Komisaris diharapkan
akan menciptakan keamanan hukum dan meningkatkan efisiensi pengawasan

dalam bisnis, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang, masalah dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1. Bagaimana akibat hukum dari ketidakhadiran komisaris terhadap
keabsahan keputusan yang diambil oleh Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi komisaris yang

tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari ketidakhadiran
komisaris terhadap keabsahan keputusan PT.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi

komisaris yang tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu
hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan hukum perseroan

terbatas. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan



mengenai akibat hukum ketidakhadiran komisaris terhadap keabsahan
keputusan PT serta mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi
komisaris yang tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya serta
dapat menjadi acuan dasar untuk penelitian selanjutnya terkait
ketidakhadiran komisaris dan tanggung jawab hukum dalam konteks
hukum perusahaan.

Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi

sebagai berikut:

1. Bagi Komisaris: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi dan pemahaman yang lebih baik bagi komisaris mengenai
hak dan kewajiban mereka, terutama dalam situasi ketidakhadiran.

2. Bagi Perseroan Terbatas: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
panduan bagi perseroan terbatas dalam memahami dan menerapkan
aturan terkait ketidakhadiran komisaris serta mekanisme pengambilan
keputusan yang sah. Hal ini penting untuk menghindari sengketa
hukum dan memastikan bahwa perseroan terbatas beroperasi secara
efisien dan transparan.

3. Bagi Pemegang Saham: Hasil penelitian ini dapat memberikan
informasi yang berguna bagi pemegang saham mengenai perlindungan
hukum mereka dalam situasi di mana komisaris tidak hadir dalam
menjalankan tugas pengawasannya. Penelitian ini dapat membantu

pemegang saham dalam memahami implikasi dari ketidakhadiran



komisaris terhadap perseroan terbatas dan hak-hak mereka sebagai
pemegang saham.

4. Bagi Praktisi Hukum: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para
praktisi hukum, seperti advokat dan konsultan hukum, dalam
memberikan nasihat hukum kepada klien mereka terkait dengan isu-
isu ketidakhadiran komisaris dan tanggung jawab hukum dalam
konteks hukum perusahaan.

5. Bagi Pembuat Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan
masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan
perundang-undangan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai
akibat hukum  ketidakhadiran komisaris dan  mekanisme

pertanggungjawaban hukum dalam konteks hukum

E. Ruang Lingkup Skripsi

Berdasarkan rumusan masalah yang telah paparkan di atas, agar penulisan
skripsi ini lebih tersusun dan menghindari kemungkinan pembahasan yang
menyimpang dari inti permasalahan yang diteliti, dan sesuai dengan inti
permasalahan yang dibahas dan rumusan masalah yang telah disebutkan maka
skripsi ini hanya dibatasi untuk membahas akibat.

Hukum Ketidakhadiran Komisaris terhadap Keabsahan Keputusan PT dan
Pertanggungjawaban Hukum bagi Komisaris yang Tidak Hadir dalam

Menjalankan Tugas Pengawasannya.



F. Kerangka Teori
Teori ialah pernyataan untuk diuji dengan menentukan kebenarannya, atau
pandangan, metode, atau aturan dalam melaksanakan sesuatu, atau prinsip
umum yang menjadi landasan suatu bidang ilmu, atau penjelasan mengenai
suatu peristiwa atau kejadian.® Struktur yang terdiri dari berbagai anggapan,
perspektif, metode, aturan, prinsip, dan penjelasan yang terintegrasi secara
logis disebut kerangka teori. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar, referensi,
dan referensi untuk mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Beberapa teori
yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang
akan digunakan untuk menemukan jawaban penelitian ini, termasuk:
pengawasannya dapat melanggar prinsip keagenan dan menimbulkan
masalah akuntabilitas.
1. Teori Tanggung Jawab Hukum
Pertanggungjawaban hukum terkait erat dengan konsep hak dan
kewajiban. Konsep hak menekankan pengertian hak bersama dengan
pengertian kewajiban. Menurut pendapat umum, hak seseorang selalu
berhubungan dengan kewajiban orang lain. Salah satu konsep yang terkait
dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang
akan dihukum jika perbuatannya bertentangan dengan hukum karena dia
bertanggung jawab secara hukum atau memikul tanggung jawab hukum.
Dalam teori tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa jika

seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu

8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020
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atau memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung
jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengannya.
® Adapun konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah
konsep tanggung jawab hukum atau (liability). Jika seseorang dianggap
bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, dia dapat
dikenakan sanksi jika dia melakukan perbuatan yang berlawanan. Dalam
kebanyakan kasus, ketika seseorang dikenakan sanksi, itu biasanya karena
perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.
Hans Kelsen membagi tugas-tugas tersebut menjadi empat, yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu, yang berarti bahwa seseorang
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dia lakukan sendiri;

2. Pertanggungjawaban kolektif: seorang individu bertanggung jawab
atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti bahwa
seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya
dengan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menyebabkan
kerugian;;

2. Pertanggungjawaban mutlak adalah, seorang individu bertanggung
Jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena ketidak sengaja.

Teori ini menjelaskan berbagai jenis tanggung jawab hukum yang dapat

dikenakan kepada seseorang atas tindakan atau kelalaiannya. Dalam konteks

ini, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis tanggung jawab hukum

® Youky Surinda, “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam
Hukum” (On- line) tersedia di : http://id.linkedin.com (21 Maret 2024)



http://id.linkedin.com/
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komisaris yang tidak hadir dalam menjalankan tugas pengawasannya, baik
tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab pidana.
2. Teori Perlindungan Hukum

Pada awal kemunculannya teori ini berlandaskan teori hukum alam atau
aliran hukum yang ada dialam. Maksud dari kata tersebut yaitu bahwa
hukum itu terlahir dari tuhan yang bersifat universal, kekal dan diikuti
dengan moral dan hukum ialah hal yang tak terpisahkan. Para penganut teori
ini meyakini bahwa aturan yang dimuat dari dalam dan luar yang terjadi di
dalam kehidupan manusia dapat dimuat didalam hukum dan moral.
Dikatakan menurut Soedjono Dirdjosiworo bahwa definisi hukum dapat
dimuat dalam 8 tujuan, yaitu hukum sebagai Tindakan, hukum sebagai
penghubung nilai, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai ilmu hukum
dan hukum sebagai displin hukum. Yang mana dapat dipahami banyak
sekali arti hukum yang ada didalam kehidupan dan bukan hanya hukum
yang secara umum diketahui didalam Masyarakat seperti peraturan tertulis
akan tetapi hukum merupakan sesuatu yang hidup didalam Masyarakat.
Sedangkan perlindungan menurut masyarakat merupakan sesuatu hal yang
terbagi menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif
memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya masalah sehingga pemerintah
dapat bersikap hati-hati saat membuat keputusan. Ini dapat dilihat dalam
undang-undang yang memberikan peringatan bahwa suatu tindakan
terbatas. Sedangkan perlindungan represif memiliki tujuan untuk

menyelesaikan permasalahan termasuk penyelesaiannya di lembaga negara.
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Perlindungan juga biasa disebut dengan “Preservasi”.

Selain itu, perlindungan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang
dilakukan untuk menunjukkan rasa pertanggungjawaban, keamanan, dan
kesejahteraan terhadap suatu hal tertentu dengan tujuan menghindari hal-hal
yang tidak diinginkan, seperti bahaya atau hal-hal yang merugikan.
Beberapa ahli berpendapat dalam definisi perlindungan hukum, yaitu
sebagai berikut:

a. Muchsin berpendapat perlindungan hukum merupakan suatu
perbuatan yang digunakan untuk menjaga individu dalam
menyatukan suatu ikatan maupun nilai-nilai didalam perilaku yang
ada di diri manusia untuk menumbuhkan adanya ketertiban
didalam kehidupan antar individu.

b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan
suatu hal yang melindungi harga diri dan diakui untuk pemenuhan
hak asasi yang ada di diri manusia berdasarkan aturan-aturan
hukum yang telah ada. °

c. Menurut Sadjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan suatu
perbuatan untuk menjaga hak suatu individu dengan memindahkan
suatu hak asasi manusia kepada individu tersebut yang berguna

dalam suatu hak individu tersebut.

1 Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para  Ahli
(hukumonline.com) Diakses Tanggal 17 Oktober 2024.
1 1hid
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3. Teori Pertimbangan Hakim
Komponen terpenting dalam menentukan nilai putusan hakim ialah
pertimbangan hakim yang dimana mengandung keadilan dan kepastian.
Oleh karenanya pertimbangan hakim harus ditindak dengan cara yang teliti,
baik, dan cermat. Pasal 197 ayat (1) huruf d Kode Hukum Acara Pidana
menyatakan bahwa “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta
dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemerikasaan di
siding yang menjadi dasar penentuan terdakwa.” Selain itu, hakim harus
memastikan bahwa putusan memerlukan pembuktian yakni temuan tersebut
dapat dijadikan bahan pertimbangan saat memutuskan perkara. Hal yang
paling penting dalam pembuktian ialah proses pemeriksaan pada
persidangan. Pembuktian yang dilakukan ialah untuk membuktikan bahwa
peristiwa atau fakta yang diajukan benar terjadi adanya, sehingga hakim
dapat memutuskan keputusan yang benar serta adil karena hakim tidak bisa
membuat keputusan sebelum dia yakini bahwa peristiwa atau fakta tersebut
benar-benar terjadi kecuali telah dibuktikan kebenarannya, sehingga
terdapat hubungan hukum antara kedua belah pihak. Mackenzie mengatakan
bahwa terdapat beberapa teori yang bisa digunakan saat hakim
mempertimbangkan penjatuhan putusan:
a. Teori Kepastian Hukum
Hukum harus diterapkan dan ditegakkan secara konsisten
untuk setiap peristiwa, dan tidak boleh ada penyimpangan.

Kepastian hukum melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-
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wenang dari pihak lain. Ini penting untuk menjaga masyarakat tertib

b. Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan mengacu pada keseimbangan antara
kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terlibat dalam masalah

dan persyaratan yang ditentukan oleh undang- undang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk
mendapatkan pengetahuan melalui pendekatan ilmiah Adapun metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif atau yang biasanya juga disebut dengan
doktrinal dikarnakan penelitian hukum berfokus dilakukan meneliti
pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum. *? Serta
meneliti pustaka yang berkaitan dengan terhadap pembahasan hukum
seperti buku dan jurnal sehingga penelitian ini bersifat pustaka
(library resesarch). ** Tujuan penelitian yang memiliki sifat hukum
normatif ini didalam asas hukum, konsepsi hukum, dan kaidah hukum.
Penelitian normatif mengkaji terhadap hukum yang dikonsepkan

sebagai norma atau kaidah yang ada di masyarakat yang menjadi

2 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram 2020, HIm
45
13 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Press, HIm 15, 2009
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tuntutan perilaku setiap individu. Penelitan ini memiliki fokus pada
peralatan hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematika
hukum, penemuan hukum dalam perkara in concerto, perbandingan
hukum serta Sejarah hukum. Bahan-bahan yang digunakan didalam
penelitian ini juga dikumpulkan dengan mengumpulkan data dan
informasi melalui mencari tulisan, jurnal, buku aaupun regulasi
perundang-undangan yang mengatur yang dilakukan dengan
mengkaji sumber-sumber yang telah disebutkan agar penelitian ini
mempunyai jawaban didalam permasalahannya.*
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan ini untuk mendapatkan
informasi dari berbagai aspek terkait dengan rumusan masalah yang
sedang diteliti. Untuk menyelesaikan isu yang menjadi fokus
penelitian hukum, diperlukan pendekatan yang tepat dalam proses
penelitian. ¥ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu:
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
Pendekatan ini digunakan dengan mengkaji secara
mendalam terhadap semua peraturan perundang-undangan
dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang

diteliti. Dalam penelitian normatif, pendekatan perundang-

14 Suteki, Taufani Galang, 2018.Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori dan
Praktik). Depok, Rajawali Pers, HIm 130.

15 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta :
Visimedia, 2011.



16

undangan ialah hal yang dapat dikatakan harus karena fokus
utama penelitian ini ialah terdapat pada berbagai macam
aturan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas menjadi referensi utama dalam
penelitian yang akan dilakukan bersama dengan peraturan

perundang- undangan lain yang relevan.

. Pendekatan Konseptual (Content Aprouch)

Pendekatan konseptual ialah perspektif analisis terhadap
penyelesaian perkara hukum dengan mempertimbangkan
konsep-konsep hukum yang menjadi dasarnya. Cakupan
penilaian pendekatan ini terhadap nilai-nilai yang terdapat
dalam peraturan hukum serta bagaimana konsep-konsep

tersebut diterapkan dalam konteks penormaan peraturan'®

c. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Pendekatan analitis adalah metode yang digunakan
untuk memahami masalah serta cara penyampaian dalam
menerangkan ide-ide. Tujuannya adalah untuk menciptakan
keselarasan dan kesatuan yang mendukung totalitas pada

penelitian tersebut. 1/

16 Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal Consultants, “Pendekatan

PerundangUndangan

(Statute  Approach) Dalam Penelitian  Hukum”, diakses dari

https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-

hukum/ pada tanggal 5 maret pukul 01.30 WIB

17 Muslim, M. “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian
Dalam llmu Komunikasi. Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana, 1 (10), 77-85.” (2018).
https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/viewFile/654/557 pada tanggal 5 maret pada

pukul 01.45 WIB


https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/
https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/viewFile/654/557
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3. Bahan Hukum Penelitian
Didalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan secara
normatif, telah dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji
bahwasannya penelitian hukum normatif tersebut lebih mengandalkan
bahan hukum vyakni bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.!® Di dalam sebuah penelitian hukum, kedua bahan tersebut
dikelompokan sebagai bahan hukum sekunder yang mempunyai
kekuatan mengikat kedalam. Adapun bahan hukum yang akan
digunakan dalam penelitian ini diantaranya:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan yang memiliki sifat mempunyai otoritas yang
berupa hasil dari tindakan yang dilakukan lembaga
berwenang serta menjelaskan mempunyai batasan terhadap
bahan hukum primer dalam membuat suatu produk hukum
yang merupakan penjelasan dari Peter Mahmud Marzuki. *°
Soerjono Soekanto menjelaskan, Bahan hukum primer di
Indonesia antara lain:
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

18 Soerjono Soekonto & Sri Mamuju, 2006.Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, HIm 121.

19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, PT Kencana, Him 139, 2017.
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Pasar Modal
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor

57/POJK.04/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang berisikan
tulisan- tulisan ilmiah didalam lingkup hukum yang dapat
menjelaskan bahan hukum primer seperti : buku mengenai
ilmu hukum yang memiliki kaitan dengan judul skripsi yang
di bawa atau buku mengenai perlindungan data pribadi, baik

jurnal maupun juga majalah.?

. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang
berfungsi sebagai pelengkap bahan buku primer dan
sekunder dengan memberikan penjelasan dan petunjuk
tambahan. Bahan hukum tersier dapat meliputi kamus
maupun ensiklopedia. Peter Mahmud Marzuki mengatakan «
bahwa didalam kelompok ketiga yang merupakan bahan non
hukum dapat berupa sebuah bacaan yang berasal dari non
hukum, sepanjang memiliki kaitan ataupun relevensi dengan

topik Penelitian.

2008

20 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, , HIm 106,
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan data didalam penelitian ini,
Peneliti menggunakan metode pengumpulan data secara studi
kepustakaan, yang mana didalam metode ini ialah menggunakan
pengumoulan data dengan melakukan penelaah terhadap buku yang
ada, literatur yang tersedia, catatan-catatan dan laporan yang
berhubungan dengan permasalahan yang dibawa. Metode yang
digunakan ini memiliki manfaat untuk memperkuat studi ilmiah yang
memudahkan pemahaman masalah yang berkaitan dnegan subjek
penelitian dan memperluas pemikiran terkait dengan topik penelitian.
kesimpulan.
5. Teknik Analisis Hukum

Teknik analisis hukum yang digunakan pada penelitian normatif
ini ialah menggunakan data kualitatif dengan metode preskriptif
dimana penelitian ini memberikan argumentasi atau pendapat atas
hasil penelitian yang telah didapatkan. 2* Yang mempunyai definisi
bahwa data yang mendekati dan mengelompokan suatu data jenis
yang dilihat dan dicatat yang mengikuti berdasarkan ketentuan resmi
yang berlaku yang berbentuk uraian maupun kata-kata secara teratur
yang kemudian di telaah secara kualitatif untuk mengambarkan hasil
penelitian yang mana Ketika data sudah berhasil terkumpul maka

dituliskan didalam uraian maupun laporan yang tersusun yang berupa
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Kesimpulan atas permasalahan ini.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan Kesimpulan yang dipilih oleh peneliti
merupakan metode deduktif yang mana adalah suatu pendekatan
didalam teori yang berawal dari kepastian dengan ruang lingkup yang
bersifat umum yang selanjutnya ditarik ke dalam suatu kejadian
maupun data tertentu yang sesuai dengan Kesimpulan pokok

permasalahan yang ada tersebut.
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